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Abstrak: Terkait dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang kewajiban 

perpajakan, masih terdapat UMKM di marketplace yang belum mengetahui kewajiban perpajakannya. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pemenuhan kewajiban perpajakan dan 

kendalanya di kalangan UMKM marketplace di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit 

terutama pada tahun 2020 di saat memuncaknya pandemi covid-19. Pendekatan kualitatif dengan jenis 

penitilitan deskriptif adalah metode yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan di kalangan UMKM marketplace di wilayah 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit belum berjalan dengan baik, terutama dalam hal 

pendaftaran dan pelaporan pajak. Beberapa kendala yang ditemukan adalah sulitnya mengidentifikasi dan 

menjangkau wajib pajak UMKM marketplace baru, sehingga sosialisasi perpajakan tidak berjalan 

maksimal. Selain itu, pengetahuan tentang kewajiban perpajakan di antara mereka juga masih sangat 

rendah. Akibatnya, kontribusi pajak UMKM di marketplace menurun, dengan rata-rata kontribusi pajak 

hanya 0,56% selama periode 2018-2020. 

Kata kunci: Kewajiban Perpajakan, Marketplace, Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
 

 

Abstract: Regarding the implementation of Government Regulation Number 23 of 2018 concerning tax 

obligations, there are still MSMEs in the marketplace who do not know their tax obligations. This study 

was conducted with the aim of analyzing the fulfillment of tax obligations and the obstacles among the 

MSME marketplace in the Duren Sawit Pratama Tax Service Office, especially in 2020 at the peak of the 

COVID-19 pandemic. A qualitative approach with descriptive research is the method used in conducting 

this research. The results show that the fulfillment of tax obligations among the MSME marketplace in the 

Duren Sawit Pratama Tax Office has not gone well, especially in terms of registration and tax reporting. 

Some of the obstacles found were the difficulty of identifying and reaching new marketplace MSME 

taxpayers, so that tax socialization did not run optimally. In addition, knowledge about tax obligations 

among them is also still very low. As a result, the MSME tax contribution in the marketplace has 

decreased, with an average tax contribution of only 0.56% during the 2018-2020 period. 

Keywords: Marketplace, Micro Small and Medium Enterprises, Tax Obligations 
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1. Pendahuluan 

Bencana pandemi covid-19 selama hampir dua tahun telah meluluhlantakkan 

seluruh aspek kehidupan. Segala aspek terdampak negatif tersebut teriring Pandemi 

Covid-19 telah membatasi atau bahkan memberhentikan aktivitas dan kegiatan manusia 

terutama dalam sektor perekonomian. Aspek kehidupan manusia yang terdampak antara 

lain segi kehidupan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan kesehatan. 

Dampak pandemi dalam aspek ekonomi sangat terasa dengan menurunnya semua 

kegiatan sektor perekonomian baik dalam lingkup dunia maupun lokal dimana semua 

ini disebabkan adanya melambatnya seluruh kehidupan perekonomian. Untuk mengatasi 

hal ini negara-negara di dunia telah melakukan antisipasi dengan menerapkan beberapa 

kebijakan antara lain penerapan pembatasan kegiatan sampai dengan pengisolasian 

suatu daerah (lockdown) serta kebijakan sejenisnya. Tidak terkecuali negara kita, 

pemerintah memberlakukan kebijaksanaan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) 

untuk menghadapi musibah ini, terakhir dengan menerapkan kebijakan tersebut sangat 

terasa hasil positifnya. 

Pandemi   yang melanda negara kita sangat berakibat tidak baik terhadap 

pertumbuhan pelaku UMKM. Mereka sangat terpuruk disebabkan anjloknya omset yang 

sangat tajam, turunnya pembeli, terbatasnya stok yang harus dijual serta hambatan yang 

lainnya..  

Pelaku UMKM penyedia jasa juga sangat terdampak, antara lain penyedia jasa 

yang berhubungan dengan pariwisata sangat terpuruk dan banyak pula yang gulung 

tikar. Semua dampak negatif ini menyebabkan menurunnya realisasi pajak yang 

diterima oleh pemerintah, baik pajak pusat maupun pajak daerah. 

Kecamatan Duren Sawit adalah salah satu kecamatan yang berada di Jakarta 

Timur yang mempunyai banyak pekerja informal di bidang jasa maupun perdagangan 

dan industri dalam skala mikro dan kecil yang selama ini cukup berkontribusi dalam 

penerimaan negara di wilayah ini.  

Namun akibat pandemi covid ini realisasi penerimaan pajak di lingkungan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit pun mengalami dampak yang tidak 

menggembirakan. Realisasi penerimaan pada tahun 2020, saat pandemi covid 

mengalami BOR yang tinggi, menurun cukup signifikan dibanding sebelumnya. 

Berikut adalah tabel data Target dan Realisasi Penerimaan  Pajak di KPP Pratama 
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Duren Sawit tahun 2018-2020 : 

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit 

tahun 2018-2020 

Thn Target  Realiasi  % 

2018 Rp. 1,323,271,645,000 Rp. 1,190,816,819,301 89,99% 

2019 Rp. 1,204,753,483,000 Rp. 1,149,691,873,492 95,42% 

2020 Rp. 1,138,108,651,000 Rp. 1,020,285,944,572 89,64% 

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Duren Sawit, 2021 

Pada tabel di atas terlihat Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan 

ditahun 2020. Diketahui pula bahwa ternya selama 3 tahun terakhir pajak yang berhasil 

dihimpun oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit juga belum memenuhi 

target pencapaian yang telah ditentukan dengan rata–rata capaian selama 3 tahun 

sebanyak 91,68% per tahunnya. 

Tabel 2 di bawah ini menunjukkan bahwa Realisasi Penerimaan Pajak seluruh 

wajib pajak dan penerimaan wajib pajak UMKM mengalami penurunan ditahun 2020. 

Selama 3 tahun terakhir Penerimaan Pajak seluruh wajib pajak dan penerimaan wajib 

pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Duren Sawit belum bisa mencapai 

target yang telah ditentukan dengan rata–rata capaian selama 3 tahun sebanyak 0,56%. 

Tabel 2. Kontribusi Realisasi Penerimaan Pajak Pelaku UMKM WP OP Marketplace di 

KPP Pratama Jakarta  Duren Sawit tahun 2018-2020 

Tahun 
Realisasi Penerimaan 

Seluruh Wajib Pajak 

Realisasi Penerimaan 

WP OP UMKM 

 

Kontribusi 

2018 1.190.816.819.301 8.314.711.496 0,69% 

2019 1.149.691.873.492 6.685.044.442 0,58% 

2020 1.020.285.944.572 4.213.318.800 0,41% 

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Duren Sawit, 2021 

Meskipun realisasi penerimaan pajak baik secara keseluruhan maupun yang 

berasal dari wajib pajak pelaku UMKM mengalami penurunan, namun di sisi lain 

jumlah pelaku UMKM di Kecamatan Duren sawit dalam rentang tahun 2018 hingga 

tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan pada setiap tahunnya, hal tersebut 

menjadikan peluang penerimaan perpajakan dari sektor bisnis yang dilakukan oleh 

pelaku UMKM di wilayah KPP Duren Sawit Jakarta Timur di masa mendatang jika 

dapat dikelola dengan baik.  
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Tabel 3 menunjukkan data tentang pelaku UMKM Marketplace yang terdaftar di 

Kecamatan Duren Sawit beserta kegiatan yang telah dilakukan oleh regulator dalam 

mengembangkan kemampuan berusaha para pelaku UMKM ini.  

Tabel 3. Peserta Pelatihan Pengembangan Usaha Pelaku UMKM Marketplace di 

Kecamatan  Duren Sawit tahun 2018-2020 

Jenis Kegiatan 2018 2019 2020 

Pelaku UMKM Marketplace 

terdaftar 

815 1.105 3.158 

Pelatihan 815 800 2.515 

Pendampingan 815 800 2.869 

Perijinan 212 527 1.283 

Pemasaran 241 320 908 

Pelatihan L/K 119 37 516 

Permodalan 0 6 11 

Sumber : Jakpreneur Kecamatan Durensawit, 2021 

Pada periode tahun tahun 2018 hingga tahun 2020 jumlah pelaku UMKM tumbuh 

cukup pesat terutama pada tahun 2020, namun peningkatan pelaku UMKM ini 

berbanding terbalik dengan penerimaan pajak dari sektor ini.  

Pada tahun 2018 dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 815 terdapat penerimaan 

pajak sebesar Rp. 8.314.711.496, tahun 2019 dengan jumlah pelaku usaha terdaftar 

sebesar 1.105 WP dana pajak yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 6.685.044.442,- 

dan pada tahun 2020 pelaku usaha meningkat menjadi 3.158 namun penerimaan pajak 

dari pelaku ini menurun menjadi Rp.  4.213.318.800,-. 

Dari data-data tersebut ditemukan fenomena yang menarik, bahwa adanya 

peningkatan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah setiap tahun seharusnya 

diimbangi dengan kenaikan jumlah penerimaan pajak pada tahun yang sama. Juga 

terlihat hal yang sangat menarik bahwa pada tahun 2020 di masa pandemi covid-19 

memuncak terdapat migrasi yang cukup signifikan pola penjualan barang/jasa dari 

pelaku UMKM dari cara-cara konvensional menjadi menggunakan cara yang lebih 

mudah dan modern yaitu memanfaatkan marketplace system, serta melonjaknya pelaku 

UMKM yang disebabkan adanya pendatang baru yang berasal dari pekerja yang 

mengalami dampak merugikan akibat pandemi ini. 

Fenomena yang sangat menarik inilah yang mendasari penulis untuk melakukan 

penelitian guna mencari penyebab dan memberikan solusi berdasarkan teori-teori yang 
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ada dalam melakukan penelitiannya. 

Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban perpajakan pada pelaku usaha mikro 

kecil menengah marketplace wilayah KPP Duren sawit terutama pada masa pandemi 

covid – 19 

2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi pelaku usaha mikro kecil menengah 

marketplace wilayah KPP Duren sawit pada masa pandemi covid – 19. 

3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pelaku usaha mikro kecil menengah 

marketplace wilayah KPP Duren sawit di masa pandemi covid – 19 

Beberapa pengertian yang melatarbelakangi penulisan karya ilmiah ini antara lain 

tentang pelaksanaan, dimana menurut Mazmanian dan Sebatier (Mulyadi, 2016) 

“Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif 

yang penting ataupun keputusan peradilan”.  

Sukamto Notonagoro mendefinisikan kewajiban sebagai suatu tindakan yang 

harus dilaksanakan dan bisa dipaksakan. Menurutnya kegiatan ini muncul akibat adanya 

suatu hasrat baik dari dalam diri sendiri maupun dari pihak luar (Harjo, 2019).  

Pengertian Usaha Mikro (Tambunan, 2012) adalah “suatu usaha produktif milik 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut termasuk didalamnya usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha 

yang buka merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai 

atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau 

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang”. 

Marketplace merupakan penyedia kegiatan bisnis yang dilakukan secara maya 

(online) dimana sarana ini mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan 

transaksi bisnis. Melalui media ini pembeli akan mencari dan mendapatkan supllier 

ataupun pembeli sebanyak mungkin dengan batasan kriteria yang diinginkannya. 

Tujuan dilaksanakanya penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban 

perpajakan pada pelaku usaha mikro kecil menengah marketplace di masa pandemi 

covid – 19 tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Didalam menganalisis data untuk 
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mendapatkan hasil penelitian yang baik dan objektif penulis menggunakan teori 

implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2019) yang 

didalamnya menjelaskan secara umum kriteria-kriteria yang dapat digolongkan ke 

dalam 6 (enam) butir dimensi, yakni 1) standar serta sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 

3) hubungan antar lembaga, 4) karakteristik agen pelaksana, 5) kondisi ekonomi, sosial  

dan politik serta 6) disposisi implementor.  

Dalam dimensi standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan 

merupakan, semua kriteria harus terukur dengan jelas dan transparan, karena apabila 

kriteria tidak jelas akan menimbulkan berbagai interpretasi yang mudah meletupkan 

konflik bagi seluruh pemangku kepentingan. 

Pada dimensi Sumber Daya diperlukan adanya kriteria penentuan standar sumber 

daya yang mumpuni, cakap dan beritegritas. Penelitian ini akan mencoba 

mengungkapkan bagaimana beberapa standar tersebut bisa terpenuhi oleh regulator 

dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh atasannya. 

Dalam kaitan dengan dimensi hubungan antar organisasi penulis akan meneliti 

bagaimana hubungan yang dilakukan oleh regulator terhadap kolega kerja terutama 

lintas instansi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor pelaku UMKM 

Marketplace di kecamatan Duren Sawit. 

Peneliti akan melakukan cek dan ricek atas pelaksanaan Standard Operating 

Procedures (SOP) kepada para informan regulator untuk mengetahui dilaksanakannya 

SOP dengan baik dan benar, dimana ini merupakan implementasi dari dimensi ke 4 teori 

ini yaitu dimensi kareakteristik agen pelaksana. 

Implementasi kebijakan pada penelitian ini juga termasuk dimensi meneliti 

kondisi sosial, politik dan ekonomi dimana dari lingkungan tersebut akan dimintakan 

pendapat tentang pelaksanaan dan kaitannya dengan dukungan dari seluruh pihak atas 

terlaksananya implementasi kebijakan tersebut. 

Dimensi akhir pada teori implementasi kebijakan yang akan diajidak acuan akhir 

pada penelitian ini adalah disposisi implementor, dengan meneliti akan respon dari 

implementor serta pemahaman implementor terhadap kebijakan yang dijalankan. 

Model konseptual yang dapat disajikan dari penelitian ini dapat dilihat dalam 

bagan sebagai berikut : 
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Sumber: Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (Subarsono, 2019: 99-101) 

 

2. Metode Penelitian 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan kualitatif peneliti pilih dalam melaksanakan penelitian ini dengan harapan 

agar penelitian ini lebih mendalami pelaksanaan kebijakan tentang pajak bagi pelaku 

UMKM di wilayah Kecamatan Duren Sawit.  Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan 

oleh (Sugiyono, 2015) bahwa penelitian kualitatif merupakan alat/instrumen penelitian 

yang digunakan peneliti dimana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci. 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang akan 

menggambarkan dan mengembangkan secara terperinci tentang kondisi dan keadaan 

tertentu. 

b. Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data yang 

merupakan data primer yang berasal dari wawancara dengan para informan terpilih, 

serta data sekunder yang berasal dari pengumpulan data yang didapatkan melalui 

observasi dan pengambilan dokumen.  

Dengan demikian terdapat tiga langkah dalam teknik pengumpulan data ini, yakni 

Standar dan 

sasaran 

kebijakan/ukuran 

dan tujuan 

kebijakan 
 
 

Sumber daya 
 
 

Karakteristik 

organisasi 

pelaksanaan 
 
 

Hubungan 

antar 

organisasi 

 
 

Lingkungan 

sosial, 

ekonomi dan 

politik 
 
 

 

Disposisi 

implementor 

PELAKSANAAN 

KEWAJIBAN 

PERPAJAKAN 

PADA PELAKU 

USAHA MIKRO 

KECIL 

MENENGAH  

MARKETPLACE 

PADA MASA 

PANDEMI COVID 

19 
 

 Hambatan 
 
 

Upaya 

 
 PENINGKATKAN PAJAK UMKM 
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melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara secara terstruktur dan terbuka 

serta melakukan pengumpulan dokumentasi. 

c. Teknik Analisis Data 

Peneliti mengacu pada teori teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles & 

Huberman (2014 : 17), yang mengatakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam melakukan 

teknik analisis data dalam suatu penelitian, yaitu : 

1) Reduksi data, 

Pada langkah  ini peneliti akan melakukan kegiatan antara lain mengelompokkan 

seluruh data yang ada berdasarkan kebutuhan yang ada, mengeliminasi data yang 

tidak diperlukan serta melakukan pengorganisasian dan pencatatan bagi data-data 

yang telah dipilih dan dipilah dengan tujuan mempermudah dan mempertajam pada 

saat melakukan analisa data nantinya. 

2) Penyajian data 

Penelitian akan melakukan penyajian data dalam bentuk tabel, matrik, grafik dan 

sajian yang lain dengan ditambahkan uraian singkat namun jelas serta kaidah-kaidah 

yang menghubungkan antar data tersebut. Dengan tersajikan dengan jelas, tertib dan 

ringkas diharapkan data-data yang telah disajikan tersebut akan mempermudah 

peneliti dalam memahami dan analisa data selanjutnya. 

3) Penarikan kesimpulan 

Tahap akhir dari kegiatan ini adalah menarik suatu kesimpulan. Langkah ini akan 

menjawab pertanyaan atau rumusan masalah yang dikemukakan sejak awal 

penelitian. 

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa proses pengolahan dan analisa data pada 

penelitian ini diawali dengan melakukan telaah atas data yang tersedia dari berbagai 

sumber antara lain dari lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen-dokumen resmi 

lainnya, Setelah data- data yang sudah terkumpul akan penulis baca, telaah, dan 

pelajari, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan analisis data dengan model 

Miles dan Huberman tahun 2014. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Dalam melakukan pembahasan dari penelitian ini penulis mengacu pada teori 

implementasi yang dikemukakan oleh Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horne 
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(Subarsono, 2019), dimana dalam teori tersebut memuat adanya 6 (enam) butir dimensi, 

yakni 1) standar dan sasaran kebijakan, 2) sumber daya, 3) hubungan antar organisasi, 

4) karakteristik agen pelaksana, 5) kondisi sosial, ekonomi  dan politik serta 6) disposisi 

implementor. Hasil dan pembahasan pada masing-masing dimensi pada teori tersebut 

disajikan sebagai berikut : 

a. Pada dimensi standar dan sasaran kebijakan,  ukuran dan tujuan kebijakan dalam 

implementasi pelaksanakan perpajakan bagi pelaku UMKM sudah berjalan dengan 

baik yakni pelaku UMKM telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yaitu pajak yang 

dikenakan khusus bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 

miliar setahun dan dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto 

setiap bulan. Sejak terjadinya pandemi pada tahun 2020 pemerintah memberikan 

relaksasi pajak bagi pelaku UMKM yaitu insentif pajak ditanggung pemerintah 

bagi pelaku UMKM termasuk didalamnya pelaku UMKM Marketplace. 

b. Pada dimensi Sumber Daya dalam Meningkatkan Pelaksanaan kewajiban 

perpajakan pelaku UMKM Marketplace wilayah KPP Pratama Duren Sawit di 

masa Pandemi Covid-19, berdasarkan analisis data baik primer maupun sekunder 

ditemukan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sumber daya yang ada masih 

belum berjalan dengan efektif. Indikator dari hal ini adalah masih banyaknya 

pernyataan ketidaktahuan wajib pajak pelaku UMKM Marketplace baik yang sudah 

terdaftar maupun yang belum/tidak terdaftar mengenai kewajiban perpajakan 

mereka karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Duren 

Sawit. 

c. Pada dimensi Hubungan, Standar dan Komunikasi Antar Organisasi terkait dan 

kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam meningkatkan pelaksanaan kewajiban 

perpajakan pelaku UMKM Marketplace wilayah KPP Pratama Duren Sawit 

terutama pada masa Pandemi Covid-19, pelaksanaannya sudah berjalan dengan 

baik dan efektif. Hal ini berdasarkan usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Jakarta Duren Sawit dalam melakukan penyuluhan, meskipun 

hasilnya masih belum membuat para pelaku UMKM mengerti pajak. 

d. Pada dimensi Karakteristik Organisasi sebagai Agen Pelaksana, dalam upaya 

meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan pelaku UMKM Marketplace 
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wilayah KPP Pratama Duren Sawit di masa Pandemi Covid-19 juga dirasakan 

belum efektif oleh para pelaku UMKM Marketplace. Sama halnya dengan dimensi 

Sumber Daya, salah satu indikator dalam dimensi ini adalah kurang berhasilnya 

agen pelaksana/organisasi menyampaikan misi pengetahuan tentang kewajiban 

perpajakan bagi para pelaku UMKM Marketplace. 

e. Pada dimensi Kesesuaian kegiatan terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi 

yang dilakukan oleh agen pelaksana adalah secara intens melakukan sosialisasi 

pelaksanaan kewajiban pajak kepada pelaku UMKM dengan memperhatikan 

lingkungan sosial, kondisi perpolitikan dan ekonomi yang terjadi. Namun 

pelaksanaannya di lapangan belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh 

disebabkan kondisi lapangan dan terbatasnya sumber daya yang ada. 

f. Pada dimensi  Disposisi atau sikap para pelaksana, dari hasil penelitian terlihat 

bahwa para pelaksana sudah melaksanakan pendekatan kepada pelaku UMKM 

Marketplace dengan cara kunjungan secara langsung untuk melihat kondisi 

kegiatan Wajib Pajak, serta melakukan pengawasan dengan lebih banyak 

menggunakan sarana media sosial. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi 

dalam melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan perpajakan oleh Wajib Pajak 

pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Marketplace di KPP Pratama Duren Sawit 

pada masa pandemi covid–19, antara lain : 

a. Sulitnya mengidentifikasi dan menjangkau wajib pajak baru sebagai wajib pajak 

UMKM sehingga proses sosialisasi yang dilakukan tidak maksimal,  

b. Kurangnya pengetahuan tentang kewajiban perpajakan sehingga kurangnya tingkat 

kesadaran untuk mendaftarkan diri atas usahanya, dan juga teknologi yang belum 

maksimal dengan banyaknya masyarakat yang belum memanfaatkan tekonologi 

yang dipakai. 

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh KPP Jakarta Pratama Duren Sawit untuk 

menghimpun setoran pajak dari sektor pelaku UMKM marketplace ini diantaranya 

adalah : 

a. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai agar kualitas pelayanan lebih 

optimal, menjalin hubungan baik antara fiskus dengan wajib pajak.  



 

 

259 

JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN E-ISSN: 2528-0163; 249-260 

 
 

(Harjo)  Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan …  
 

b. Melakukan sosialisasi secara lebih intens yakni  Kantor Pajak Pratama Duren Sawit 

melakukan kerja sama dengan RT, RW, jakpreneur dan Lurah dalam mengadakan 

penyuluhan tentang pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk pelaku 

UMKM Marketplace. 

 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian tentang pelaksanaan kewajiban 

perpajakan pada UMKM Marketplace wilayah KPP Duren Sawit  pada saat terjadinya 

pandemi covid-19 antara lain : 

1. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan bagi pelaku UMKM marketplace di wilayah 

KPP  Pratama Jakarta Duren Sawit di masa pandemi covid – 19 belum berjalan 

dengan baik terutama dalam hal mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melakukan 

penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakannya. 

2. Hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM Marketplace dalam pelaksanaan 

kewajiban perpajakan wilayah Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta Duren 

Sawit di masa pandemi Covid – 19 adalah masih banyaknya pelaku UMKM 

Marketplace  yang awam dengan pajak dan tidak memahami IT. Sedangkan di fihak 

regulator, fiskus merasa kesulitan mengidentifikasi dan menjangkau wajib pajak 

baru UMKM Marketplace sehingga proses sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan 

dengan maksimal. 

3. Upaya yang dilakukan oleh pelaku UMKM Marketplace untuk mengatasi hambatan 

yang terjadi dalam Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada UMKM Marketplace di 

KPP  Pratama Jakarta Duren Sawit  dengan mengikuti sosialisasi yang diberikan 

KPP  Pratama Jakarta Duren Sawit, sedangkan dari sisi regulator fiskus secara 

intens berusaha memberikan edukasi kepada wajib pajak UMKM Marketplace 

terkait pemanfaatan teknologi, pengetahuan perpajakan serta hak dan kewajiban 

perpajakan pelaku UMKM. 
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